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KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

NOMOR (4(-% TAHUN 2012
TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN

JEMBATAN LINGKAR LUAR KOTA PADANG DI KELURAHAN KURANJI DAN
KELURAHAN PASAR AMBACANG KECAMATAN KURANJI

DAN

KELURAHAN BINUANG KAMPUNG DALAM KECAMATAN PAUH

Menimbang

Mengingat

el.

]

WALIKOTA PADANG,

bahwa dalam rangka Pembangunan Jembatan Lingkar Luar Kota Padang di
Kelurahan Kuranji dan Kelurahan Pasar Ambacang Kecamatan Kuranji dan
Kelurahan Binuang Kampung Dalam Kecamatan Pauh perlu pengalokasian
rencana lahan untuk pembangunan dimaksud;

bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 4 Peraturan Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Presiden Nomor 36 Tahu 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan
Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan
Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan
Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Walikota menerbitkan Keputusan
Penetapan Lokasi berdasarkan atas rekomendasi Instansi terkait dan Kantor
Pertanahan,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan
huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Lokasi
Pembangunan Jembatan Lingkar Luar Kcta Padang di Kelurahan Kuranji dan
Kelurahan Pasar Ambacang Kecamatan Kuranji dan Kelurahan Binuang
kampung Dalam Kecamatan Pauh;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom
Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Tahun 1956 Nomor 20):

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok
Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 2043);

Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian
Tanah Tanpa lzin vang Berhak Atau Kuasanva (Lembaran Negara Tahun
1960 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2106);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4437); sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
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Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang {Lembaran
Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran negara Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-tanah
Negara (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 14, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 362);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980, tentang Perubahan Batas
Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun
1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomeor 3164);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan
Instansi Vertikel di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007
Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737},

Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1992 tentang Pengadaan Tanah Bags
Pelakasanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun
2006; |

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011,

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang
Penpadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006
tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang
Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan
Umum,;

Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Nomor 07/PD/1978 tentang Fatwa
Perencanaan Lingkungan Dalam Daerah Kotamadya Tk II Padang,
sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Perturan Daerah Nomor 6 Tahun
1996,

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tk 1I Padang Nomor 6 Tahun 1990
tentang Tata Bangunan (Lembaran Daerah Tahun 1990 Nomor 02);

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah
Tahun 2011 nomor 19);



KESATU

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSKAN

Lokas: Pembangunan Jembatan Lingkar Luar Kota Padang terletak di Kelurahan
Kuranji, Kelurahan Pasar Ambacang Kecamatan Kuranji dan Kelurahan Binuang

Kampung Dalam Kecamatan Pauh Kota Padang dengan lokasi sebagaimana
tergambar pada peta yang dikeluarkan oleh Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan
Pemukiman Propinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
keputusan ini.

Pelaksanaan tahapan kegiatan pengadaan tanah dan tahapan pelaksanaan
pembangunan fisik selanjutnya mengacu dengan diktum Kesatu .

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan doperbaiki
kembali sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 2 Ok fpher 20

FAUZI BAHAR

Tembusan Kepurusan ini di sampaikan kepada Yth -

G T S N e

Bpk. Gubernur Propinsi Sumatera Baral

Sdr. Kepala Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Pemukiman Propinsi Sumatera Barat
Sdr. Kepala Bappeda Kota Padang

Sdr. Kepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Padang

Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang

Sdr. Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang

Sdr. Kepala Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kota Padang

Pertinggal



